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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam
kehidupan bernegara selalu berkaitan dengan hukum yang berlaku.
Untuk hal itu diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai
pembuat kebijakan dan peraturan yang dalam hal ini diperankan
olen DPR sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-
undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan
produk peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan ketertiban berlalu lintas serta angkutan jalan.
Pasal 106 ayat (1) mewajibkan pengemudi mengemudikan
kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan tersebut
merupakan satu kesatuan dalam ketentuan ketertiban dan
keselamatan berkendara kendaraan bermotor. Pada praktiknya di
tengah masyarakat ketentuan tersebut menuai pro dan kontra yang
dibuktikan dengan adanya Putusan MK No 23/PUU-XV1/2018.
Putusan tersebut mempertegas ketentuan pada Pasal 106 UU
LLAJ, sehingga memunculkan dampak yang memberi rasa
kekhawatiran ditengah masyarakat luas. Oleh karena itu penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut
terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XV1/2018 Atas Uji Materil
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana adanya putusan
MK No. 23/PUU-XVI/2018 - terhadap Jasa Ojek Online di
Yogyakarta dan Bagaimana Putusan. MK No. 23/PUU-XV1/2018
atas Uji Materil Pasal 106 UU LLAJ dalam Prespektif Maslahah
Mursalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reasecrh)
yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil
wawancara Sifat  penelitian ini adalah deskriptif analisis.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris.
Sumber data yang digunakan berupa sumber data Primer yang
berasal dari wawancara para penyedia jasa ojek online dan pihak
kepolisian lalu lintas. Sementara sumber data sekunder berasal dari
buku, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait
dengan penelitian ini.



Sebagai pisau anilisis dalam penelitian ini menggunakan
teori maslahah mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ tidak menunjukkan kemaslahatan
terhadap masyarakat khususnya terhadap penyedia jasa ojek
online.

Kata Kunci : Jasa Ojek Online, UU LLAJ, Dampak Putusan
Mahkamah Konstitusi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia  Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987
tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama | Huruf Latin | Keterangan
Tidak
\ Alif )
dilambangkan
- Ba’ B Be
o Ta’ | Te
< sa’ $ s (dengan titik di atas)
d Jim J Je
Ha (dengan titik di
n Ha h
bawah)
z Kha’ | Kh K dan h
2 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
) Ra’ R Er




% (;Z? (;Z C.
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Za’
Sin
Syin

Sad

Dad

‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam

Mim

Sy

Zet
Es

Es dan ye

Es (dengan titik di

bawah)

De (dengan titik di
bawah)
Te (dengan titik di
bawah)
Zet (dengan titik di
bawah)

Koma terbalik ke atas
Ge
Ef
Qi
Ka

el

cm




Niuin

Wawu

Ha’

Hamzah

Ya’

en
W
Ha
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

Ditulis

Muta addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1.

Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali

kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

.~,°S/

e N

Ditulis

Ditulis

hikmah

Jizyah

Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

;@}Y\ i.fo\JS

Ditulis

Karamah al-

auliya’

xi




3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan harakat fathaz, kasrak
dan dammah ditulis t

hall 385 Ditulis Zakat al-fifr

D. Vokal Pendek

: fathah Ditulis A
; Kasrah Ditulis I
: dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

fathah+alif Ditulis A

: Qlals Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A

2 Pt Ditulis Tansa
Kasrahsya" Mati Ditulis A

3 AL Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U

4 A Ditulis furiid

F. Vokal Rangkap

1 | fathah+ya’ mati Ditulis Ai

xii



R Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au

@

J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan tanda apostrof (°)

1 eiu\‘ Ditulis a’antum

2 | R Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah
ditulis dengan al.
ol Ditulis Al-Qur’an
-l Ditulis Al-Qiyas

2. « Bila kata-sandang /if-Lam ditkutiySyamsiyyah ditulis
dengan  menggunakan  huruf  Syamsiyyah  yang

mengikutinya, serta dihilangkan huruf | (el)-nya.

B Ditulis as-Sama
ol Ditulis as-Syams
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Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang
Disempurnkan (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
Ditulis Zawi al-furid
AL Jal Ditulis ahl as-Sunnah

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan

terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya:

al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah

dilatinkan oleh-penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi

berasal dari negara yang ‘menggunakan huruf latin,

misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep
kekuasaan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pada
satu sisi negara hukum memberikan patokan bahwa yang
memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia akan tetapi
hukum. Sementara konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat
pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan
walaupun pada implementasinya terjadi perbedaan antara negara
satu dengan negara yang lain.* Sumber hukum merupakan norma
dasar atas tindakkan atau perbuatan hukum, maksudnya apabila
melanggar ketentuan norma hukum akan menimbulkan sanksi
yang tegas.? Oleh karena itu, dikatakan sebagai negara hukum
adalah sistem kenegaraan berjalan berdasarkan hukum yang
berlaku-dan tersusun dalam'suatu konstitusi, maka seluruh elemen
masyarakat baik yang diperintah ataupun yang memerintah harus
tunduk “pada hukum yang ‘sama dan diperlakukan sama tanpa
memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah,

dan kepercayaan, serta kewenangan pemerintah yang dibatasi oleh

! Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya
(Jakarta: Genta Publising, 2009), him. 10.

2 Jimly Asshididdiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, cet. Ke-1
(Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2006), him. 151.



prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak berlaku
sewenang-wenangnya dan tidak melanggar hak-hak warga

negara.’

Telah ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara hukum, yang ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 bahwa segala aspek kehidupan dalam
kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa
berdasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum
dalam mencapai tujuan kehidupan yang berbangsa dan bernegara
terutama dalam pencapaian bidang kesejahteraan masyarakat
sebagai yang telah di amanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Di negara-negara 'yang menganut asas demokrasi,
keberadaan lembaga legislatif memegang peranan yang sangat
penting. Lembaga ini memiliki wewenang dalam menetapkan
hukum yang bersifat tertulis dan yang akan dilaksanakan oleh
lembaga negara, yakni‘lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
Lembaga legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-
undang atau'yang disebut rule making function.* Salah satu produk
hukum dari lembaga legislatif yaitu UU No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan yang berisi

3 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat) (Bandung:
PT Refika Aditama, 2009), him. 3.

4 Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata
Negara cet.ke-1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), him. 51.



tentang ketentuan penyelenggaraan operasional lalu lintas
dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan pemakai jalan merupakan satu kesatuan
yang sangat penting dan strategis, sehingga penyelenggaraannya
harus dilakukan oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh
pemerintah terkait pada bidang transportasi dan lalu lintas dengan
tujuan mewujudkan sistem lalulintas yang aman, tertib dan teratur.
Undang-undang lalu lintas telah menyebutkan bahwa sebagai
pengendara kendara bermotor harus berkendara dengan penuh
konsentrasi, yakni diatur dalam Pasal 106 ayat (1) bahwa setiap
orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh
konsentrasi.’ Serta juga diatur dalam Pasal 283 bahwa setiap orang
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak
wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu
kendaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam
mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan

atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).®

Naluri yang dimiliki manusia untuk memindahkan barang
atau bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,

diperlukan sebuah alat transportasi. Tidak hanya dibutuhkan oleh

> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 106 ayat
(1)
& Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 283



manusia saja namun transportasi juga merupakan kebutuhan dan
sarana penunjang pembangunan negeri terutama pada sektor
perekonomian masyarakat perdesaan, daerah maupun nasioanal.
Bidang transportasi memiliki peranan yang sangat penting
terutama pada negara-negara berkembang untuk menyediakan
akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan
jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.
Akses terhadap informasi, pasar, jasa masyarakat tertentu serta
peluang yang kemungkinan didapatkan dalam proses

pembangunan ekonomi.

Sistem penyediaan jasa transportasi konvensional yang
tersedia pada saat ini dirasa kurang mengkuti perkembangan
zaman, hal ini dikarenakan para pengguna jasa ojek konvensional
masih kesulitan untuk mencari atau menggunakan jasa terebut.
Adanya perkembangan dan kecanggihan smartphone (handphone
pintar) yang memanfaatkan kemajuan tekhnologi aplikasi online
dengan «ditengkapi fitur Global 1 Positioning: System atau yang
sering dikenal dengan GPS ‘untuk memberikan informasi
keberadaan pengemudi dan_pengguna yang disertai dengan rute
tujuan. Ini dapat mempermudah penyedia jasa ojek online untuk

menemukan penumpangnya.

Akan tetapi persoalan yang sering terjadi terutama pada
kota-kota besar dalam pengaturan dan penerapan aturan lalu lintas.
Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan

pelanggaran hukum dari ringan hingga berat. Pelanggaran ringan



yang kerap terjadi dalam penerapan aturan lalu lintas seperti tidak
mengenakan helm, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK,
tidak menghidupkan lampu baik siang ataupun malam dan
menggunakan telepon saat berkendara. Pelanggarn-pelanggaran
tersebut sudah dianggap biasa oleh kalangan masyarakat terutama
di daerah jauh dari perkotaan, sehingga setiap dilakukan tindakan
pemeriksaan dari pihak berwenang tidak sedikit yang terjaring
kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak sedikit pula kerap terjadi

kecelakan di jalan raya.

Kecerobohan pengemudi yang kerap kali terjadi, pada
dasarnya bisa dihindari selama para pengguna jalan khususnya
pengemudi kendaraan bermotor berperilaku disiplin, sopan, saling
menghormati dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada UU No.
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ojek online merupakan transportasi umum yang
menggunakan layanan internet dan tersedia dalam sebuah aplikasi
tertentu. Sebelum adanya ojek berbasis online ini masyarakat lebih
sulit =~ untuk “mendapatkan tukang antar  atau ‘ojek untuk
mengantarkan berpergian karena jarak pos ojek yang bisa dibilang
jauh dari tempat konsumen. Hadirnya transportasi online ini,
membuat masyarakat memiliki berbagai pilihan transportasi yang
dirasa paling cocok untuk melakukan mobilitas sehari-hari.
Semakin tinggi kebutuhan hidup seseorang maka semakin tinggi
pula kebutuhan untuk memakai kendaran.



Kehadiran ojek online yang wajib menggunakan
smartphone sebagai sarana yang harus tersedia karena digunakan
sebagai penghubung antara penyedia jasa dengan pengguna jasa
serta terdapat fitur penunjuk arah tujuan/GPS ke arah yang dituju
olen pengguna. Ketergantungan pada smartphone dalam
melakukan pekerjaan serta dalam mengemudikan kendaraan
bermotor sangat membahayakan diri sendiri maupun pengendara
lain, hal tersebut juga melanggar pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.
Serta kegiatan tersebut dipertegas pelarangannya dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XV1/2018 atas uji materil
pasal 106 UU LLAJ karena adanya kegelisahan masyarakat yang
dibuktikan dengan adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal
106 ayat (1) oleh komunitas/perkumpulan yang bernama “Toyota
Soluna Community” bahwa menurut pemohon keberadaan
penjelasan Pasal 106 ayat (1) dalam ketentuan norma a quo
terhadap penjelasan pasal pada frasa ‘“menggunakan telepon”
dapat diartikan sesuai dengan kehendak penegak hukum sehingga
menimbulkan ketidak pastian.dalam implementasi suatu norma
yang akan memunculkan “ketidak “ pastian -hukum dalam

praktiknya.”

Munculnya putusan MK tersebut menimbulkan berbagai
dampak, yang dimaksud dengan dampak dapat diartikan sebagai

pengaruh atau akibat dari suatu keputusan yang telah diambil,

7 Putusan MK Nomor 23/PUU-XVI/2018, him. 39



misalnya penegak hukum akan lebih tegas dalam menegakkan
peraturan lalu lintas tersebut. Berkaitan dengan ini dampak yang
terjadi baik positif maupun negatif pada kalangan masyarakat

umum, khususnya para pekerja penyedia jasa ojek online.

Bahwa berdasarkan keadaan yang demikian, maka penulis
tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Penulis tertarik
untuk menulis skripsi dengan judul “Putusan MK No. 23/PUU-
XV1/2018 Atas Uji Materil Pasal 106 UU No. 22/2009 Tentang
LLAJ Terhadap Jasa Ojek Online di Yogyakarta (Prespektif
Maslahah Mursalah)”.

B. Rumusan Masalah
Atas uraian daalam latar belakang diatas maka masalah dalam
penelitian ini dapat diru muskan sebagai berikut:

Bagaimana Putusan MK No. 23/PUU-XV1/2018 atas Uji Materil

Pasal 106 UU LLAJ dalam Tinjauan Maslahah Mursalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk-menjelaskan Putusan’ MK"No. 23/PUU-XV1/2018
Atas Uji Materil Pasal 106 UULLAJ terhadap Jasa Ojek

Online yang ditinjau dalam prespektif Maslahah Mursalah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan
dalam Illmu Hukum Islam dan llmu Hukum Tata
Negara serta menambah referensi dalam keilmuan pada
umumnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih
memperhatikan  aspek  fungsional dari sebuah

peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunkan untuk menentukan posisi penulis
dalam sebuah penelitian, yang digunakan untuk mencegah
terjadinya kesamaan dengan penelitian lain, sehingga perlu adanya
telaah pustaka, dengan mencari karya hasil penelitian yang sudah
dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Sehingga
terlihat perbedaan penelitian yang dulakukan oleh penulis dengan
penelitian  lain' sebelumnya.  Berdasarkan telaah pustaka yang
penulisdakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan
tema penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian tersebut

sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Rozikin yang berjudul
“Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Pengguna



Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”,® bahwa dalam skripsi
tersebut penulis menyimpulkan efektifitas Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
berkaitan dengan penggunakan helm standar di Kabupaten
Enrekang dalam pelakasanaannya tidak efektif. Hal ini
dikarenakan masih banyak pelanggaran mengenai penggunaan
helm standar dan masih banyak warga Enrekang yang tidak

menggunakan helm standar pada saat berkendara.

Selain itu, ketaatan masyarakat Enrekang yang pada
umumnya memiliki sifat takut kena sanksi dan pengetahuan
masyarakat Enrekang mengenai isi pasal 106 yang masih rendah,
sehingga hal ini menyebabkan pula aturan hukum mengenai
penggunaan helm standar belum efektif. Sementara faktor hukum,
faktor penega hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor
masyarakat dan faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi
penegakan Pasal 106 ayat (7) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang <Lalu Lintas dan Angkutan-Jalan;yang berkaitan dengan
penggunaan helm standar di- Kabupaten Enrekang. Skripsi ini
fokus membahas tentang efektifitas penggunaan helm standar di
Kabupaten Enrekang.  Sedangkan fokus pembahasan pada
penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai dampak

8 Ahmad Rozikin “Efektifitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang berkaitan Dengan Pengguna
Helm Standar Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi jurusan hukum masyarakat
dan pembangunan Universitas Hassanuddin Makasar, di terbitkan pada tahun
2014.
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adanya putusan MK No. 23/PUU-XV1/2018 atas uji materil UU
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Andi Riswanda alumni UIN AR-
RANIRY Banda Aceh yang berjudul “Dampak Keberadaan
Transportasi  Online Terhadap Pendapatan  Transportasi
Konvensiaonal (Studi Penarik Becak di Banda Aceh)”.® Penulis
menyimpulkan bahwa kehadiran transportasi online memberikan
dampak yang negatif terhadap pendapatan dan jumlah pelanggan
para penarik becak yang mengalami penurunan secara signifikan.
Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian yang akan saya
lakukan adalah mengenai dampak adanya putusan MK No.
23/PUU-XVI1/2018 atas uji materil UU No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyedia Jasa Ojek
Online di Yogyakarta.

Skripsi yang disusun oleh Andi Arfan dengan judul
“Penegakan  Hukum' Bagi ' pengemudi ‘Kendaraan Roda Dua
Dibawah Umur Tanpa Surat Izin‘Mengemudt di Wilayah Hukum
Resor Kota Pekanbaru’ Berdasarkan Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “.1° Penulis

° Andi Rismawanda “Dampak Keberadaan Transportasi Online
Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional (Studi Penarik Becak di
Banda Aceh)”. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh.

10 Andi Arfan “penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda
Dua Dibawah Umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Resor
Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
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menyimpulkan bahwa kepolisian resor Kota Pekanbaru sudah
melakukan upaya bimbingan terkait pengemudi dibawah umur,
dan kepolisian Pekanbaru akan menindak secara tegas apabila
mendapati pengemudi dibawah umur. Skripsi ini menitikkan fokus
pada pelanggaran pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur di

wilayah hukum resor Kota Pekanbaru.

Skripsi yang disusun oleh Septiyani Wahyu Arindyah
alumni TAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Jasa Transportasi Online (Studi Kasus PT. Go-Jek
Indonesia Cabang Madiun)”.!! Penulis menyimpulkan bahwa
praktik prosedur pemesanan jasa transportasi go-jek yang
dilakukan oleh sebaian driver PT.Go-Jek Indonesia yang tidak
menggunakan sistem online berdasarkan aturan perusahaan
tersebut secara hukum Islam tidak boleh. Hal ini karena driver
keluar dari perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan,
sehingga dapat dikatan driver berkhianat kepada perusahaan.
Dalam «penelitian  ini berbicara; mengenai> akad, iktikad serta
kesepakatan perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak driver dengan

perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Skripsi yang disusun oleh Fahru Rozi yang berjudul

“Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, skripsi jurusan hukum Universitas Riau,
diterbitkan pada tahun 2014

11 Septiyani Wahyu Arindyah ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa
Transportasi Online (Studi Kasus PT. Go-Jek Indonesia Cabang Madiun)”.
Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.
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Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Prespektif Fikih Jinayah”.'? Dalam penelitian ini menggambarkan
pembunuhan semi sengaja karena kelalaian dalam pandangan fikih
jinayah, dengan melakukan suatu analisis terhadap norma-norma
yang ada di dalam fikih jinayah, sehingga lebih banya keaspek
eskistensi keberadaan pembunuhan semi sengaja dalam hukum
Islam. Skripsi ini tidak menyentuh pada aspek pembunuhan karena

kelalaian atau kealpaan menurut sudut pandang hukum positif.

Telaah pustaka yang digunakan untuk menentukan posisi
penyusunan dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan
dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti
lainnya. Tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini
terdapat adanya keterkaitan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, namun belum ada penelitian yang lebih spesifik
berbicara mengenai dampak putusan MK No. 23/PUU-XV1/2018
atas ujicmateril pasal 106 UU No..22 Tahun 2009 tentang lalu
Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penyedia Jasa Ojek Online di
Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori dalam sebuah karya tulis menjadi suatu hal

yang sangat penting, karena sebagai landasan dalam menganalisa

12 Fahru Rozi “Kelalaian Pegemudi Kendaraan bermotor Yang
Menyebabkan Hilangnya Nyawa orang Lain Dalam pasal 310 Undang-Undang
No. 22 Tahun Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Fikih Jinayah,



13

serta memecahkan pokok permasalahan yang ada, maka dari itu
teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam

penelitian ini adalah teori Maslahah Mursalah

Al-Maslahah Mursalah (Maslahah Mursalah) adalah yang
mutlak. Menurut istilah ahli ushul maslahah mursalah diartikan
kemaslahahatan yang tidak disyari’atkan oleh syar’i dalam wujud
hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak
ada dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan. Maksudnya
ialah  pembentukkan hukum dalam maslahah mursalah
dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari

kemadharatan manusia.*®

Secara etimologi maslahah adalah sama dengan manfaat,
baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat
atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara
terminologi, terdapat definisi maslahah yang dikemukakan ulama,
tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama

yakni memelihara tujuan syara’.*

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut, ada lima
bentuk yaitu: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya
memelihara kelima aspek tujuan syara’ diatas maka dinamakan

maslahah. Disamping itu upaya untuk menolak kemudaratan yang

13 Abdul Wahab Khalaf, IImu Ushulul Figh, Terj. Masdar Helmy,
(Bandung: Gama Risalah Press, 1996), him. 142.
14 Husain Hamid Hasan, Nazhariyyah al Maslahah, him. 3.
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berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ disebut juga
dinamakan maslahah.® Terdapat macam-macam maslahah antara

lain:
a. Dilihat dari kualitas dan kepentingannya

Pertama, Maslahah Daruriat yaitu kebutuhan yang
mendesak, pokok dan harus terpenuhi. Kebutuhan daruriyat
dianggap esensial sehingga kalau tidak terpenuhi akan terjadi
kekacauan secara menyeluruh. Menurut Asy-Syatibi yang
termasuk katagori daruriat adalah lima perkara yang harus
mendapatkan prioritas perlindungan, yaitu Agama (ad-din),
jiwa (al-Nafs), akal (al-Agl), harta (al-mal) dan keturunan (al-

nasl).18

Kedua, Maslahah Hajiyyat berarti kebutuhan, dalam
pembahasan ini hajiyyat yang dimaksud sebagai aspek-aspek
yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian kebutuhan daruri.
Artinya , dengan_ terpenuhi kehutuhan _hajiyyat dapat
menghindari kesulitan pencapaian kebutuhan daruriyat. Oleh
karena itu, hajiyyyat sering diidentifikasikasi dengan

kebutuhan.sekunder.’

Ketiga, Maslahah al-tahsiniyat yaitu sebagai hal-hal yang
dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan daruriyat dan

15 Abu Hamid Al-Gahzali, al-Mustashfa, him. 286.
16 Ali Sodiqin, Figh Usul Figih, him. 170.
7 Ibidi., him. 174.
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hajiyyat. Sifat dari tahsiniyat ini adalah menuju peningkatan
martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadiran
akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan
mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhan ini

sering disebut dengan kebutuhan tersier.

Sebagai contoh, dianjurkan untuk memakan makanan yang
bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibdah

sunah sebagai tambahan.
b. Dilihat dari segi kandungannya

Pertama, Maslahah al-Amanah yaitu kemaslahatan umum
yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan
umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi
bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau orang banyak.
Misalnya para ulama membolehkan ~untuk membunuh
penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena

menyangkut kepentingan orang banyak.!®

Kedua, Maslahah al-Khashshah ‘yaitu . kemaslahatan
pribadi dan ini-sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang
berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang
yang dinyatakan hilang (magfud). Pentingnya pembagian
kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang

8 Ibid., him. 175.
1% Nasrun Haroen, Ushul Figih, him. 116.
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harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum
bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.

F. Metodologi Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian
sripsi ini  menggunakan penelitian lapangan (field
research). Data yang diperoleh dari lapangan dalam ini
adalah individudan/atau club pengguna dan penyedia jasa
ojek online di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, penelitian yang
memaparkan bagaimana dampak adanya putusan mk no.
23/PUU-XVI1/2018 atas uji materil pasal 106 UU LLAJ
terhadap jasarojek online di- Yogyakarta-di tinjau dalam

teori maslahah mursalah.
3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini
menggunakan  pendekatan  yudiris-empiris,  bahwa

pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum
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yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-
fakta yang brlaku dalam masyarakat secara langsung.?

4. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta
secara langsung dilapangan dalam hal ini berdasarkan
keterangan dari individu/club pengguna dan penyedia jasa
ojek online di wilayah Kota Yogyakarta baik melalui

tekhnik wawancara, pengamatan.
b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, Undang-
Undang serta data-data yang dapat diakses melalui internet
yang berhubungan dengan tema penelitian serta sumber

penunjang lainnya.
c. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh ~data ~ yang dibutuhkan penulis

menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:
a) Wawancara

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data

dengan bentuk komunikasi verbal berupa

20 Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, dualisme penelitian hukum
normatif dan empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 156.
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percakapan ~ yang  bertujuan  memperoleh
informasi.?! Penulis melakukan tekhnik wawancara
dengan responden dari individu/club pengguna dan
penyedia jasa ojek online di wilayah Kota
Yogyakarta untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan penulis penelitian
b) Observasi

Observasi ialah  kegiatan manusia dengan
menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu
utama selain pancaindera lainnya seperti telinga,
penciuman, mulut dan kulit.?> Pengamatan atau
observasi dilakukan - langsung oleh penulis
penelitian terhadap individu/club pengguna dan
penyedia jasa ojek online di wilayah Kota
Yogyakarta, serta pengamatan lainnya guna

melengkapi data penelitian ini.
¢) sDokumentasi

Dokumentasi. merupakan,-metode . pengumpulan

data yang terdapat dalam dukumen-dokumen

21 Nasution, Metode Research (pnelitian ilmiah), (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2000), him. 113.

22 Burhan Bungin, Metode Penelitian Social Format-Format

Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), him.

135.
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penting yang diperlukan untuk penelitian seperti
catatan harian, surat-surat, transkip, buku-buku,
serta catatan lain yang berkaitan dengan
penilitian.?®  Dokumentasi  diperlukan  untuk
melengkapi data yang dibutuhkan dan berhubungan
dengan penelitian ini. Juga untuk mendapatkan data
yang belum terpenuhi melalui tekhnik wawancara

dan observasi.
d. Sistematik Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam

skripsi ini, penulis menyusun dalam lima bab, antara lain:

Bab pertama, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan ini
penulis kemukakan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab pembahasan.
Pertama, latar belakang masalah yang berisi tentang penjelasan
akademik tentang munculnya judul penelitian dan_menarik untuk
dilakukannya penelitian. Kedua, rumusan masatah atau pokok
masalah yang membatasi penelitian agar-terfokus pada beberapa
pertanyaan yang akan dijawab pada bab selanjutnya. Ketiga, tujuan
dan kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat dilakukannya
penelitian. Keempat, telaah pustaka atau studi pusta berisi tentang
penelusuran terhadap literatur yang sudah ada sebelumnya dan

berkaitan dengan penelitian objek penelitian. Kelima, kerangka

3 Ibid, him. 152.



20

teori berisi sebagai acuan pola berfikir penulis untuk menganalisis
penelitian. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-
langkah atau tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam
melakukan penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan berupa

gambaran awal penelitian.

Bab kedua, berisikan penggambaran konsep teori sebagai
pisau analisis dalam mengaalisis permasalahan daalam penelitian

ini, teori yang digunakan penulis adalah teori maslahah mursalah.

Bab ketiga, menguraikan tentang keberadaan Jasa Ojek
Online, ketentuan menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang LLAJ dan respon jasa ojek online atas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XV1/2018

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan analisis
dampak putusan mahkamah konstitusi terhadap jasa ojek online

dengan konsep maslahah mursalah.

Bab kelima,  merupakan ‘petutup yang berisikan tentang
kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah disampaikan
pada bab-bab sebelumnya. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka

sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya mengenai
uraian masalah yang disertai dengan data yang diperoleh dalam
penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa adanya peratuan
pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Putusan MK Nomor
23/PUU-XV1/2018 yang menekankan pada periaku untuk tertib
dan menjaga ketertiban berlalu lintas, mematuhi dan
memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan utama akan
keselamatan - baik pengemudi maupun. pengguna lain. Selain
masyarakat diminta untuk memahami dan mengikuti peraturan
yang ada, pihak dari penegak hukum dalam hal itu telah

melakukan beberapa upaya antara lain:

1) Melakukan penegakkan hukum dengan sistem Pelanggaran
Kasat Mata/Operasi Harian, sehingga pengemudi yang terlihat
melanggar aturan lalu lintas akan-langsung ditindak.

2) Melakukan sosialisasi- dan' himbauan kepada masyarakat
umum khususnya pihak penyedia jasa online akan bahaya
mengemudi  disertai dengan aktifitas lain termasuk

menggunakan smartphone bermasaan dengan mengemudikan

kendaraaan. Karena smartphone merupakan SOP dalm

bekerja, masih tetap diperbolehkan akan tetapi tetap menjaga

79
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konsentrasi mengemudi. Contoh berhenti terkebih dahulu saat
menerima/mengkonfirmasi orderan.

3) Melakukan operasi lalu lintas serentak dan berkala.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dari pihak penegak
hukum maupun dari komunitas ojek online yang penulis
kumpulkan, maka dalam penerapanya ketentuan Pasal 106 ayat (1)
UU LLAJ beserta penjelasan pasal dan Putusan MK No. 23/PUU-
XV1/2018 sudah sesuai dengan Kemasalahatan karena pada
peraturan tersebut dapat menjaga Tujuan Syara’ yaitu menjaga

Jiwa, sehingga keselamatan dalam berkendara tercapai.

B. Saran
Berdasarkan uraian dalam pembahsan dan kesimpulan, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pembahasan atau revisi pada UU LLAJ
dengan memasukan ketentuan yang berkaitan dengan
pengelolaan‘penyedia jasa ojek online, sehingga agar lebih
tertib dan tertata dan [lebih tertib tidak mengganggu
pengguna _jalan ,yang lainnya. Misalnya. menyediakan
tempat pangkalan khusu untuk ojke online agar tidak
berantakan dipinggir jalan.

2. Perlu diadakan pemahaman dan kordinasi lebih jauh
dengan pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas

terhadap pengemudi ojek online.
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3. Perlu adanya penyeleksian atau perioritasan terdahap
penerimaan calon pengemudi atau mitra, mendominasikan
orang berdomisili asli daerah tersebut diimana perusahaan
di daerah tersebut, yang penguasaan jalan ataupun rute

lebih paham dari pada orang pendatang.
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